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1.

TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8. Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan . Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

bahwa befdasarkan huruf a di atas, maka Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran. 2009

" ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-oaerah kabupaten Pacitan oalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara ‘Nomor '3839); .

undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan tembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Uandang Nomor 20 Tahun 2000(Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Tembaran Negara Nomor 3988);
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10.

11.

12,

13,

14.

undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vyang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3852); '

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355); .

undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Qan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400); '

undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

undang-undang'Nomor'32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan * wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa

‘kali terakhir dengan pPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4712):



15.

16.

17,

18.

19.

20-

21.

22,

23,

24.

25.

26.

27'

-Peratuégn pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
paerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574); -

Peraturan Pemerintah .Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
pPerimbangan ' (Lembaran 'Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan ' Pemerintah  Nomor 356 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
pDaerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4577);

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiclaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penetapan Standart Peiayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 45835);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4837);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
pembinaan -Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4592);

Peraturan beMerintah"Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

pPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
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28,

29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

Pemerintah Daerah Kepéda Masyarakat (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693):

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Xependidlkan bagi Guru, Xepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor $9 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Xemampuan Xeuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang operasional
Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan
Xomunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Menteri Xeuangan Nomor 84/pMk,07/2008 tentang

" Penggunaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau dan Sanksi

atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil <Cukai Hasil
tembakau;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Xabupaten pPacitan Nomor 1
Seri .E tanggal -16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah

‘beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Xabupaten

Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Xabupaten Pacitan
Nomor 11 Tanggal 18 2Juli 2007);

Peraturan Daerah Xabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Bantuan Xeuangan KXepada . Partai Politik sebagaimana telah

" diubah dengan Peraturan Daerah Xabupaten Pacitan Nomor 24

Tahun = 2007 ~ (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2
Tanggal 12 Juli 2006);

Peraturan Daerah Xxabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Xabupaten Pacitan
Tahun 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
xabupaten Pacitan Nomor 4 Tanggal 18 Jull 2006);

Peraturan Daerah Xabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan KXeuangan Daerah Xabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7
Tanggal 18 Desember 2006);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim
(Lembaran paerah Xabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal
4 september 2007);



Menetapkan

38.

39.

40.

. 41.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan
Rakyat lJawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Nomor 13
Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan
(Lembaran Dpaerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal

- 4 September ‘2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Tanggal 23 Desember 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 23 pDesember 2008 ):

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran - 2009 .Tanggal 18 Agustus 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten ~ Pacitan Nomorl$ Tahun 2009
Tanggal 18 Agustus 2009).;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERTANGGUNCIAWABAN

PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009,

1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawabaﬁ pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran ;

b. Neraca ;

¢. Laporan Arus Kas dan _

d. catatan atas Laporan Keuangan. _
Laporan'Keuangan'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
usaha Milik paerah / Perusahaan Daerah,

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

~ Pendapatan  Rp. 595.505.909.241,39

Belanja " Rp. 598.719.817.723,01
pDefisit :
pembiayaan Rp.  41.589.577.421,24
- Penerimaan Rp. 3.179.000.000,00
- Pengeluaran -
surplus ' Rp.  38.410.577.421,24

(Rp.  3.213.908.481,62)




Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

(1)

(2)

3

4

(5)

(6)

- Pasal 2 sebagai berikut :

seiisih anggaran - dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 9.301.983.962,70 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah Rp. 586.203.925, 278 69
perubahan _
b.Realisasi Rp. 595.505.909.241,39
' seiisih Lebih Rp. 9.301.983.962,70

selisih anggaran  dengan realisasi belanja  sejumlah
(Rp. 25.794.982.596,92) dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran belanja setelah Rp. 624.514.800,319,93
perubahan _
b.Realisasi Rp. 598.719.817.723,01

seiisih / ( Berkurang ) (Rp. 25.794.982,596,92)

seiisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumTah Rp.
35.096.966.559,62 dengan rincian sebagai berikut :

a.surplus/defisit sete1ah perubahan Rp. 38.310.875.041,24
b.Realisasi Rp. 3.213.908.481,62
selisih Lebih _Rp. 35.096.966.559,62

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp. 99.702.380,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 41.489.875.041,24
setelah perubahan --- '
b.Realisasi - ®Rp.  41.589.577.421,24
selisih Lebih (Rp. 99.702.380,00)

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 3.179.000.000,00

setelah perubahan _ _
b.Realisasi . = - Rp. 3.179.000.000,00
selisih Rp. 0,00

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
(Rp. 99.702.380,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran pembiayaan neto‘sete1ah Rp. 38.310.875.041,24
perubahan _ _
b.rRealisasi . - = : Rp. 38.410.577.421,24
- selisih Lebih Rp. 99.702.380,00
Pasal 4

Neraca sebaga1mana dimaksud pada Pasa1 1 huruf b per 31 Desember
Tahun 2009 sebagai berikut :

a. jumlah Aset . . Rp.  1.389.055.679.329,03
b. Jumlah Kewajiban ' Rp. 308.926.389,27
c. Jumlah gkuitas Dana Rp. 1.388.746.752.938,76



Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai

berikut ¢ . , .

a. saldo Kas awal per 1 Januari 2009 RP. 40.589.509.931,24
b. Arus Kas dari aktivitas operasi - Rp. 93.975.742.084,03
C. Arus Kas dari aktivitas aset Rp. 97.189.650.565,65)
~ non keuangan

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 2.178.932.510,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00

f. saldo kas akhir per 31rDesember_Tahun Rp. 35.196.668.939,62

2009

pPasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d
Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

pPasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
b. Lampiran

¢. Lampiran
d. Lampiran

I
I.1
1.2,

1.3

1.4

1.9

I.lo
I.11

Laporan Realisasi Anggaran ;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pPemerintahan Daerah dan oOrganisasi ;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan’  Pemerintahan Daerah, Organisasi,

-Pendapatan, Belanja dan pembiayaan ;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan ;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

-pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengeiolaan Keuangan Negara ;

Daftar Piutang Daerah ;

Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah ;
Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan
Aset Tetap Daerah ; '

paftar Realisasi Penambahan dan pengurangan

- . Aset.  Lainnya ;

s ww

paftar Kegiatan-Kegiatan yang . Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran
Berikutnya ;

Daftar Dana Cadangan Daerah ;

paftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah ;

Neraca ;

" Laporan Arus Kas ;

catatan atas Laporan Keuangan.



Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) terdiri dari :
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

_ pasal 9 -
Bupati Pacitan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

pasal 10
(1) Peraturan paerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang dapat . mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 Agustus 2010

BUPAT.I PACITAN
(iib_(\ >
= B
f—_

/‘H.SUJONO v
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pPasal 8
Lampiran Taporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) terdiri dari : '
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran v Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik paerah/Perusahaan
Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. .

Pasal 9
Bupati Pacitan -menetapkan Peraturan Kepala ocaerah tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian
Tebih lanjut dari pertanggungjawaban pe1aks§naan APBD.

pasal 10
(1) peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya: memerintahkan
l" ' Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
- ~ Lembaran Daerah, ‘

Ditetapkan di Pacitan :
Pada tanggal 4 Agustus 2010

piundangkan di Pacitan BUPATI PACITAN
_Pada tanggal 4 Agustus 2010 Ttd

SEKRETARIS DAERAH
H.SUJONO

) :
:
ﬂ .

Ir. HULYONO, b .
a Pembina Utama Madya r

| NIP. 19571017 198303 1 014
' ' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 01

b




